
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.2128, 2016 KEMENKUMHAM. Notaris. Penjatuhan Sanksi 

Administratif.  
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2016   

TENTANG 

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi 

Administratif terhadap Notaris; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 549); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

186); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF 

TERHADAP NOTARIS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan 

oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena 

melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi 

ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. 

2. Terlapor adalah Notaris yang dilaporkan karena telah 

melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi 

ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. 
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3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

4. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara 

diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris 

yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara 

berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 

5. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut 

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

6. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh 

Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum 

frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. 

7. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu 

atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah 

kutipan Akta tercantum frase “diberikan sebagai 

KUTIPAN”. 

8. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk 

pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial. 

9. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang 

merupakan arsip negara yang harus disimpan dan 

dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

11. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

12. Hari adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau 

kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam 

Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 

ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat 

(2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A Undang-Undang. 

 

Pasal 3 

(1) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 terdiri atas: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pemberhentian sementara; 

c. Pemberhentian dengan hormat; atau 

d. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

(2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara 

berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi 

terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran 

yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan 

dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa 

dilakukan secara berjenjang. 

 

BAB II 

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 

Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis 

Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan. 

(2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara 

pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan 

hasil pemeriksaan protokol Notaris. 
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(3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis 

Pengawas Wilayah. 

(4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 5 

(1) Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi 

peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris: 

a. tidak menjalankan jabatan secara nyata, 

menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan 

Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan 

Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan 

alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, 

serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris 

berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain 

yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, 

Organisasai Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, 

Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di 

tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang; 

b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan 

Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l 

Undang-Undang; 

c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya 

sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 

ayat (1) Undang-Undang; 

d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat 

kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar 

tempat kedudukan Notaris dan menjalankan 

jabatannya secara berturut-turut diluar tempat 

kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang; 

e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan 

Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris 
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